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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENANGANAN KASUS PERMASALAHAN ANAK

PARAF KOORDINASI
Kabag. Organisasi g
Kabid, PPKPA




Lampiran: _ ‘
Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi
Nomor

Tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota
Bekasi

PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENDAMPINGAN KASUS ANAK

PARAF KOORDINASI
Kabag. Organisasiy
Kabid. PPKPA $




PEMERINTAH XOTA BEKAS]
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Noemor SO0

Tanggal Pembuatan

Tangpal Revisi

Tanggal Pengesahan

Disahkan cleh Kepala Dinas Pemberdavaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kota Bekasi

Nama S0P PENDAMPINGAN KASUS ANAK

Dasar Hakum

Kualifikasi pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomeor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peraditan Pidana Anak;

4. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anals;

5. Peraturan Wali Keta Bekasi Nomor 19 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kota Bekasi Nomar 12 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak,

1. Pendidikan minimal D3

2. Mampu mengoperasikan kempulter

3. Menguasai flmu Psikologi

Keterkaitan

Peradatan/perlenglapan

1. SOP TESA (Telepon Sahabat Perempuan dan Anak} pada DPPPA Kota Bekasi
2. SOP Pengaduan Kesus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) pada DPPPA Kota Bekasi
3. 80P Fasilitasi Pendamping Kasus Anak pada Unit PPA Polresta Bekasi

1.

hall e

Komputer
Printer

Alat tulis kantor
Kendaraan Dinas

Pencatatan dan pendatasn

Peringatan
1. Apabila korban tidak didukung dengan salah satu persyaratan (misal: saksi} maka akan mengatami
kesulitan dalam menjerat pelaku ke dalam sel tahanan

2. S0P yang disusun diberlakukan pada kondisi semua Pelalksana dari uraian prosedur berada
ditempat dan semua persyaratan/kelengkapan terpenuhi

1. Data Pendampingan
2. Laporan Pendampingan

PARAF KOORDINASI
Kakag. Organisasiy
Kabid. PPRPA p




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENDAMPINGAN KASUS ANAK

Pelaksana Mutu Baku
No. Uraian Proscdur JABATAN FUNGSIONAL
KADIS KABID PPKPA PELAKSANA / Persyaratan/Kelenglkapasn Waktu Output Ket.
1 |Menerima, menelaah, mengkaji dan memberikan arahan Surat, Lembar Disposisi 30 Menit |Disposisi
kepada Kabid Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Cj
untuk menindaklanjut terhadap surat pengaduan Anak
2 |Menerima, menelaah, mengkaji dan melakukan koordinasi Surat, Lembar Disposisi 30 Menit |Disposisi
dengan instansi terkait bersama KPAD untuk melakukan
pendampingan kasus permasalahan anak
3 |Melakukan koordinasi dengan OPD terkait, Unit PPA, KPAD Data kasus anak 1 Hari  |Data kasus anak
dan Kecamatan/Kelurahan
4 | a Melakukan pendampingan pada korban/pelaku dan Data kasus anak 1 Hat |Berita Acara
keluarga dalam proses (pembinaan, kesepakatan, Pendampingan
Kklarifikasi dan Hukum)] Kasus Anak
b Melakukan pendampingan korban/pelaku/keluarga
dalam proses hukum, pemeriksaan visum dan
pengadilan
¢ Melakukan pendampingan kepada
korban/pelaku/keluarga dalam pemulihan psikologis
{tenaga psikolog),penahanan lapas, Berita Acara
Pemeriksaan Laporan, Penyelidik di Unit PPA
d Melakukan koordinasi kasus permasalahan anak ke
tingkat Pusat/Provinsi/Unit PPA/Rumah Aman
bersinergi dengan KPAD
5 | a Mengkaji, mengolah, dan mengevaluasi data perkasus Data kasus anak 2 Jam |Dokumen kasus
sampai perkembangan hasil pendampingan
b Menginput data permasalahan anak Dokumen kasus anak 1Jam |Data kasus dan
Draft Nota Dinas
¢ Membuat draf Nota Dinas hasil pendampingan kasus hasil
anak ) pendampinngan
kasus anak
PARAF KOORDINAS!
Kabag. Organisasip
Kabéd. PPKPA

e
)




Pelaksana Mutu Bakn
s JABATAN Ket
No. Uraian Prosedur KADIS KABID PPKPA FUNGSIONAL/ Persyaratan/Kelengkapan Waktu Output .
PELAKSANA
. p : Dinas hasil 30 Menit |Draf Nota Dinas
i Dinas hasil Draf Nota i
6 |Menerima, memeriksa dan memaraf draf Nota s ek Dratlota Dinas

pendampingan kasus anak

kasus anak telah
diparaf

ke Wali Kota

Menerima, memeriksa dan menandatanganni draf Nota
Dinas hasil pendampingan kasus anak dan melaporkan

Draf Nota Dinas hasil
pendampingan kasus anak

15 Menit |Nota Dinas hasil

pendampingan

kasus anak telah
ditandatangan dan

dilaporkan ke Wali

Kata

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BEKASI,

SATIA SRIWIJAYANTI ANGGRAINI




Lampiran:
Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi

Nomor
Tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindu ngan Anak Kota

Bekasi

PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

SOSIALISASI/PELATIHAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP
| ANAK

PARAF KOORDINASI

Kabag. Organisasip

Kabid. PPKPA 4
f




Nomor SQP

PEMERINTAH KOTA BEKASI Teangpal Pembuaran
DINAS PEMEERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Tanggal Revisi

Tangzal Pengesahan

Disab:kan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Analk Kota Belkasi

Nama 50P Sosialisast/ Pelatihian Pencegahan dan
Penanganan Kekerasan Terhadap Analk

Dasar Hukwun Kualilikasi pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Analc; 1. Pendidikan minimal D3
2. Undang-Undang Nomor 23 Talhun 2004 tentang Penghapusan Kekeransan Dalam Rumah Tangga; 2. Mampu mengoperasikan komputer

3. Menguasai Hmu Psikologi
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:

4. Peraturan Dacrah Keta Bekasi Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Analk;

5. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 19 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraiuran
Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.

|Keterkaitan Peralatan/perlenglkapan
1. 80P Surat Masuk pada DPPPA Kota Bekasi 1. Deokumen Peraturan Perundang-Undangan
2. 80P Surat Xeluar pada DPPPA Kota Bekasi 2. Komputer
: 3. Printer
4. " Alat Tulis Kantor
Peringatan - Pencatatan dan pendataan

Apabila tidak dilakulan sosialisasi, di khawatirkan kasus kekerasan pada anak akan terus meningkat | 1. Materi sosialisas
2. Laporan sosialisasi

PARAF KOORDINASI

Kabag, Organisasif

Falil, PPAEA g
]




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
SOSIALISASI/PELATIHAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP ANAK

Pelaksana Mutu Balu
No. Uraian Prosedur JABATAN
KADIS KABID PPKPA FUNGSIONAL/ Persyaratan/ Waktu Output Ket.
PELAKSANA Kelengkapan

Memberikan arahan kepada Kabid untuk melaksanakan
Sosialisasi/Pelatihan Pencegahan dan Penanganan
Kekerasan Terhadap Anak

.

Lembar disposisi

15 Menit |Disposisi

Menindaklanjuti arahan Kadis dan mengarahkan Jabatan
Fungsional/Pelaksana untuk melaksanakan
Sosialisasi/Pelatihan Pencegahan dan Penanganan
Kekerasan Terhadap Anak

Lembar disposisi

15 Menit

Disposisi

a Menyusun jadwal dan mempersiapkan bahan
Sosialisasi/Pelatihan Pencegahan dan Penanganan
Kekerasan Terhadap Anak

b Melakukan koordinasi dengan Kementerian PP dan PA,
dan DP3AKB Provinsi Jawa Barat untuk narasumber

¢ Menyusun jadwal sosialisasi/pelatihan pencegahan
dan penanganan kekerasan terhadap anak

d Membuat dan mendistribusikan surat undangan
sosialisasi/pelatihan pencegahan dan penanganan
kekerasan terhadap anak yang ditandatangani kepala
DPPPA ‘

Bahan
sosialisasi/pelatihan

3 hari

Jadwal kegiatan,
Materi kegiatan,
Surat undangan

Melaksanakan SosialisasifPelatihan Pencegahan dan
Penanganan Kekerasan terhadap Anak

Daftar hadir, materi
sosialisasi/pelatihan

1 hari

Dokumentasi
kegiatan

PAKAF KOORDINASI

Kabag. Organisasiy

Kabid. PPKPA




Pelaksana Mutu Baku
i JABATAN P tan/ Ket
No. Uraian Prosedur KADIS KABID PPKPA FUNGSIONAL/ ersyaratan Waktu Qutput '
. PELAKSANA Kelengkapan
5 |Membuat draf nota dinas Laporan Pelaksanaan 1 Dokumentasi Hasil 1 Hari |Draf nota dinas laporan
. oL . . Sosialisasi kegiatan
Kegiatan Sosialisasi/Pelatihan Pencegahan dan Sosialisasi/Pelatihan
Penanganan Kekerasan terhadap Anak Pencegahan dan
Penanganan Kekerasan
Terhadap Anak
6 |Menerima, memeriksa, dan menandatangani draf nota Draf nota dinas laporan | 30 Menit |Draf nota dinas laporan
X 4 . . kegiatan - kegiatan
dinas Laporan pelaksanaan Sosialisasi/Pelatihan Sosialisasi/Pelatihan sosialisasi/pelatihan
Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Anak 4 Pencegahan dan pencegahan telah
Penanganan Kekerasan ditandatangan
Terhadap Anak
7 |Menerima, memeriksa, dan mendisposisi nota dinas Nota dinas laporan 15 Menit {Disposisi
. e . . kegiatan
Laporan pelaksanaan Sosialisasi/Pelatihan Pencegahan Sosialisasi/Pelatihan

dan Penanganan Kekerasan terhadap anak dan
melaporkan ke Wali Kota

Pencegahan dan
Penanganan Kekerasan
Terhadap Anak

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BEKASI,

SATIA SRIWIJAYANTI ANGGRAINI




Lampiran: _

Keputusan Kepala Dinas Pemberdavaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Belcasi

Nomor

Tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Pada Dinas Pemberdayvaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota
Bekasi

PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
MONITORING KASUS PERMASALAHAN ANAK

PARAF KOORDINAS]
Kabag. Organisasif}

Kabid, PPKPA f

]




Nomor SOP
. PEMERINTAN KOTA BEKAST Tanggal Pembuatan
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Tanggal Revisi
Tanggal Pengesahan
Disahkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Bekasi
Nama SO . MONITORING KASUS PERMASALAMAN ANAK
Dasgar Hukum Kualifikasi pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tenrang Perlindungan Analk; 1. Pendidikan minimal D3
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga; 2. Mampu mengoperasikan komputer
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; 3. Menguasal [Imu Psikologi
4. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuaan dan Anak;

5. Peraturan Wal Kota Bekasi Nomor 19 Tahun 2013 rentang Petunjulk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perlindupngan Perempuan dan Anak.

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. SCP TESA (Telepon Sahabat Perempuan dan Anak) pada DPPPA Kota Bekasi 1. Dokumen Peraturan Perundang-Undangan
2. SOP Fasilitas Pendampingan Kasus Anak pada Unit PPA Polresta Belasi 2, Kemputer

3, Printer
4, Alat Tulis Kantor

Peringatan Pencatatan dan pendataan

1. Apabila tidak dilakukan maka tingkat pengawasan dalam keluarga maupun lingkungan karban Laporan Monitoring Kasus Permasalalian Anak
akan berdampalk buruk bagi korban dan keluarga

2. SOP yang disusun diberlakukan pada kondisi semua Pelaksana dari uraian prosedur berada
ditempat dan semua persyaratan/kelengkapannya tecpenuli

PARAF KOORDINAS

Katag. Organisasij

T2t PPREA ,ii
|



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
MONITORING KASUS PERMASALAHAN ANAK

Pelaksana Mutu Baku
JABATAN
No. Uratan Prosedur
KADIS SEKDIS KABID PPKPA FUNGSIONAL/ Persyaratan/Kelengkapan Waltu Output Ket.
PELAKSANA

1 |Memberikan arahan kepada Kabid untuk Surat, Lembar Disposisi, 15 Menit | Disposisi
melakukan monitoring kasus permasalahan Formulir pengaduan
anak.

2 |Memberikan arahan kepada Jabatan Surat, Formulir Pengaduan, 15 Menit | Disposisi
Fungsional/Pelaksana untuk melakukan Lembar disposisi
monitoring kasus permasalahan anak.

3 |Melakukan rekapitulasi, evaluasi kasus dan Surat, Formulir Pengaduan, 30 Menit |Data dan rekap kasus
koordinasi dengan instansi terkait dalam Lembar disposisi permasalahan anal
menangani kasus anak.

4 |Menerima, mempelajari kronologi kasus dan v Data kasus permasalahan lJam |Data dan rekap kasus
melalukan monitoring terhadap korban anak permasalahan anak

5 |a. Melakukan pendampingan mediasi, Data kasus permasalahan 1 Hari - Berita cara monitoring

advokasi kepada korban/pelaku dan

anak

kasus permasalahan

menganalisis kasus untuk penanganan anak
lebih lanjut. "

b. Mengadakan pendampingan kepada - Draf nota dinas hasil
korban/pelaku untuk memutuskan monitoring kasus
tindak lanjut penanganan kasus. permasalahan anak

c. Mengarahkan korban/pelaku untuk
mendapatkan penanganan lebih lanjut
sesuai jenis kasus.

d. Menginput data dan membuat draf nota
dinas hasil monitoring kasus
permasalahan anak

PARAF KOORDINASI

Kabag. Organisasin

Kabid. PPKPA

F

|




Pelaksana Mutu Baku
. JABATAN Ket
No. Uraian Prosedur KADIS SEKDIS KABID PPKPA FUNGSIONAL/ Persyaratan/Kelengkapan | Waktu Output .
PELAKSANA
n Draf nota dinas hasil 30 Menit |Draf nota dinas hasil
maraf draf P
6 Menen.ma, mer‘lelaah,' da‘n m; araf meonitoring kasus monitoring kasus
nota dinas hasil monitoring kasus permasalahan anak permasalahan anak
permasalahan anak telah diparaf
s : Draf nota dinas hasil 15 Menit |Draf nota dinas hasil
7 {Menerima, memeriksa, dan memaraf draf v “not; “not
O monitoring kasus monitoring kasus
monitoring kasus permasalahan anak permasalahan anak permasaiahan anak
telah diparaf
8 |Menerima, memeriksa, dan v Draf nota dinas hasil 15 Menit (Nota dinas hasil

menandatangani draf nota dinas hasil
monitoring kasus dan melaporkan ke Wali
Kota.

monitoring kasus
permasalahan anak

monitoring kasus
permasalahan anak
telah ditandatangani
dan dilaporkan ke Wali
Kota

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BEKASI,

\
SATIA SRIWIJAYANTI ANGGRAINI




Lampiran: )
Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi

Nomor
Tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemmerintahan Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota

Bekasi

PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

'STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENANGANAN KASUS PERMASALAHAN ANAK

PARAF KOORDINASI
Kabag. Organisasi g
Kabid, PPKPA ﬁ




PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAXK

Nomor SQOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan

Disahkan olch Kepala Dinas Pemberdayaan Percmpuan dan

Perlindungan Anak Koia Bekasi

Nama SOP PENANGANAN KASUS PERMASALALITAN ANAK

Dasar Hukum

hualifikasi pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Analk;
2, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Relerasan Dabun Rumah Tangga;
3. Undang-Undang Nemor 11 Tahun 2012 lentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

4, Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomeor 12 Tahun 2012 temang Perlindungan Perempuan dan Anak;

5. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 19 Tahun 2013 tentang Juknis Peraturan Daerah Kota Bekasi
Notmor 12 Tahun 2012 tenrang Perlindungan Perempuan dan Anak,

1. Pendidikan minimal D3

2. Mampu mengoperasikan komputer

3. Menguasai llmu Psikologi

Keterkaitan

Peralatan /perlengkapan

1. SOP TESA (Telepon Sahabat Perempuan dan Analk) pada DPPPA Kota Bekasi
2. SOP Penanganan Kasus Permasalahan Anak pada Unit PPA Polresta Bekasi

1.
2,
3.
4,

Dokumen Peraturan Perundang-Undangan
Komputer

Printer

Alat Tulis Kantor

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

1. Apabila penanganan kasus anak dibawah 12 tahun dan pelaku adalah anak maka Penanganan
yvang akan dilakukan adalah melalui diversi anak

2. SOP yang disusun diberlakukan pada kondisi semua Pelaksana dari uraian prosedur berada di
tempat dan semua persyaratan/kelengkapannya terpenuhi

Laporan Penanganan Kasus Permasalahan Anak

PARAF KOORDINASI

kalng. Organisasi)y

Fand PORPA ,.F




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENANGANAN KASUS PERMASALAHAN ANAK

Pelaksana Mutu Baku
JABATAN
No- Uralan Prosedur KADIS KABID PPKPA FUNGSIONAL/ Persyaratan/Kclengkapan | Waktu Output Ket.
PELAKSANA
1 {Memberikan arahan kepada Kabid untuk Surat, Lembar Disposisi, 15 Menit  [Surat, Lembar Disposisi,
melakukan penanganan kasus permasalahan { ’ Formulir pengaduan Formulir Pengaduan
anak
2 |Memberikan arahan kepada Jabatan Surat, Lembar Disposisi, 15 Menit  (Surat, Lembar Disposisi,
Fungsional/Pelaksana untuk melakukan > Formulir Pengaduan Formulir Pengaduan
penanganan kasus permasalahan anak
3 |a. Menerima, mempelajari kronologi kasus Surat, Lembar Disposisi, 1 Hari Formulir Penanganan
Formulir pengaduan, Kasus
b. Melakukan konfirmasi kepada Pokja KLA, Data Kasus
Satgas RT/RW ,
¢. Melakukan penanganan kasus permasalahan
anak kepada korban/pelaku dengan
bersinergi dengan KPAD, LPA, tokoh
masyarakat/agama sesuai dengan
kebutuhan penanganan kasus
d. Melakukan pendampingan terhadap
korban/pelaku/keluarga (jika diperlukan)
4 |Membuat draf nota dinas penanganan kasus Formulir Penanganan Kasus 1 jam  |Draf nota dinas
permasalahan anak penanganan kasus
permasalahan anak
S |Menerima dan menandatangani draf nota dinas 5 Draf nota dinas penanganan 30 menit  [Draf nota Dinas
hasil penanganan kasus permasalahan anak kasus permasalahan anak Penanganan Kasus
permasalahan anak telah
ditandatangani
6 |Menerima dan mendisposisi nota dinas N Nota dinas penanganan 30 menit |Disposisi
penanganan kasus permasalahan anak l ' kasus permasalahan anak

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BEKASI,

SATIA SRIWIJAYANTI ANGGRAINI




Lampiran:
Keputusan Kepala Dinas Pemberdavaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi
Nomor

Tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota
Bekasi

PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENDAMPINGAN KASUS ANAK

PARAF KOORDINASI
Kabag. Organisasiy
Kabid. PPKPA f




PEMERINTAH XOTA BEKASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Nomor SO

Tanggal Pembualun

Tanggal Revis

Tanggal Pengesahan

Disahlkan oleh

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Bekasi

Nama SOP

PENDAMPINGAN KASUS ANAK

Dasar Hulkum

lualifikast pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

2. Undang-Undaag Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalaun Rumah Tangga,
3. Undang-Undang Nemor 11 Tahun 2012 tentang Sistern Peradilan Pidana Anak;
4

4, Peraturan Dacrah Kota Bekasi Nomor 12 Tabun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Analo
& I "

5. Peraturan Wali Kola Bekasi Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.

1. Pendidikan minimat D3

2. Mampu mengoeperasikan komputer

3. Menguasai llmu Psikologi

Keterkaitan

Peralatan /perlenghkapan

1. SOP TESA (Telepon Sahabat Perempuan dan Anak} pada DPPPA Kota Bekasi
2. SOP Pengaduan Kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) pada DPPPA Kota Bekasi
3. SQOP Fasilitasi Pendamping Kasus Anak pada Unit PPA Polresta Bekasi

l.  Komputer

2. Printer

3. Alat tulis kantor
4, Kendaraan Dinas

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

1. Apabila korban tidak didukung dengan salah satu persyaratan (misal: saksi) maka akan mengalami

kesulitan dalam menjerat pelaku ke dalam sel tahanan

2. SOP yang disusun diberlakukan pada kondisi semua Pelaksana dari uraian prosedur berada
ditempat dan semua persyaratan/kelengkapan terpenuhi

1. Data Pendampingan
2. Laporan Pendampingan

PARAF KOORDINASI

Kabag Crganisasiy

Kahid, PPEPA ,‘f
|




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENDAMPINGAN KASUS ANAK

Pelaksana Mutu Baku
No. Uraian Prosed
° raian Frosedur KADIS KABID PPKFA JABATﬁixmgfﬁiom” Persyaratan/Kelenghkapan | Waktu Output Ket.
1 |Menerima, menelaah, mengkaji dan memberikan arahan Surat, Lembar Dispesisi 30 Menit |Disposisi
kepada Kabid Pencegahan dan Penanganan Kekerasan l
untuk menindaklanjut terhadap surat pengaduan Anak
2 |Menerima, menelaah, mengkaji dan melakukan koordinasi Surat, Lembar Disposisi 30 Menit |Disposisi
dengan instansi terkait bersama KPAD untuk melalkukan
pendampingan kasus permasalahan anak
3 [Melakukan koordinasi dengan OPD terkait, Unit PPA, KPAD Data kasus anak 1 Hari |Data kasus anak
‘ldan Kecamatan /Kelurahan
4 | a Melakukan pendampingan pada korban/pelaku dan Data kasus anak 1 Hari (Berita Acara
keluarga dalam proses (pernbinaan, kesepakatan, [I:e“dampi“ga“
klarifikasi dan Hukumj asus Anak
b Melakukan pendampingan korban/pelaku/keluarga
dalam proses hukum, pemeriksaan visum dan
pengadilan
¢ Melakukan pendampingan kepada
korban/pelaku/keluarga dalam pemulihan psikologis
(tenaga psikolog),penahanan lapas, Berita Acara
Pemeriksaan Laporan, Penyelidik di Unit PPA
d Melakukan koordinasi kasus permasalahan anak ke
tingkat Pusat/Provinsi/Unit PPA/Rumah Aman
bersinergi dengan KPAD
5 | a Mengkaji, mengolah, dan mengevaluasi data perkasus Data kasus anak 2Jam |Dokumen kasus
sampai perkembangan hasil pendampingan
b Menginput data permasalahan anak Dokumen kasus anak 1Jam |Data kasus dan
Draft Nota Dinas
¢ Membuat draf Nota Dinas hasil pendampingan kasus hasil.
anak pendampinngan
kasus anak
PARAF KOORDINASI

Kabag. Organisasip

Kabid. PPKPA




Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Prosedur JABATAN Ket.
' KADIS KABID PPKPA FUNGSIONAL/ Persyaratan/Kelengkapan Waktu Output
PELAKSANA
6 |Menerima, memeriksa dan memaraf draf Nota Dinas hasil DT&;NOta_ Dinasi{haSﬂ - 30 Menit |Draf Nota Dinas
R . pendampingan kasus an hasil pendampingan
pendampingan kasus anak kasus anak telah
diparaf

7 |Menerima, memeriksa dan menandatanganni draf Nota Draf Nota Dinas hasil 15 Menit |Nota Dinas hasil

pendampingan kasus anak pendampingan

Dinas hasil pendampingan kasus anak dan melaporkan

ke Wali Kota

kasus anak telah
ditandatangan dan
dilaporkan ke Wali

Kaota

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BEKASI,

SATIA SRIWIJAYANTI ANGGRAINI




Lampiran:
Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi

Nomor :
Tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota

Bekasi

PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

SOSIALISASI/ PELATIHAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP
| ANAK

PARAF KOORDINASI

Kabag. Organisasiy

Kabid. PPKPA ¥




) PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS PEMEERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Nomor S0P

Tanggal Pembuatan

B2 )

Tanggal Revisy

Tunggal Pengesahan

IHsihikan oleh

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindlungan Anak Kot Bekasi

Nama S0P

Sosialisasi/Pelatihan Pencegahan dan
Penanganan Kekerasan Terhadap Anak

Dasar Hulum

Nuadifiliast pelakisana

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistern Peradilan Pidana Anak;

14. Peraturan Dacrah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Analk;

5. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 12 Talun 2013 tentang Petunjul Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.

1. Pendidikan minimal D3

2
3

Menguasal [lmu Psikologi

- Mampu mengoperasikan komputer

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1. SOP Surat Masuk pada DPPPA Kota Bekasi
2. SOP Surat Keluar pada DPPPA Kota Bekasi

I, Dokumen Peraturan Perundang-Undangan

2. Komputer
3.  Printer
4. Alair Tulis Kantor

Deringatan

Pencatatan dan pendataan

Apabila tidak dilakukan sosialisasi, di khawatirikan kasus kekerasan pada anak akan terus meningkat

1. Materi sosialisasi
2. Laporan sosialisasi

PARAF KOORDINASI

Kabag. Organisasiy

Kabd, POPA p
{ AN, Ay IF




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
SOSIALISASI/PELATTHAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP ANAK

Pelaksana Mutu Baku
. JABATAN
No. Uraian Prosedur KADIS D PPKPA FUNGSIONAL/ Persyaratan/ Waktu Output Ket.
PELAKSANA Kelengkapan
1 |Memberikan arahan kepada Kabid untuk melaksanakan : Lembar disposisi 15 Menit [Disposisi
Sosialisasi/Pelatihan Pencegahan dan Penanganan
Kekerasan Terhadap Anak
2 |Menindaklanjuti arahan Kadis dan mengarahkan Jabatan Lembar disposisi 15 Menit |Disposisi
Fungsional/Pelaksana untuk melaksanakan
Sosialisasi/Pelatihan Pencegahan dan Penanganan “
Kekerasan Terhadap Anak
3 |a Menyusun jadwal dan mempersiapkan bahan Bahan ' 3hari |Jadwal kegiatan,
Sosialisasi/Pelatihan Pencegahan dan Penanganan sosialisasi/pelatihan gll";“e:‘ kedg‘atam
Kekerasan Terhadap Anak rat undangan
b Melalkukan koordinasi dengan Kementerian PP dan PA,
dan DP3AKB Provinsi Jawa Barat untuk narasumber
¢ Menyusun jadwal sosialisasi/pelatihan pencegahan
-dan penanganan kekerasan terhadap anak
d Membuat dan mendistribusikan surat undangan
sosialisasi/pelatihan pencegahan dan penanganan
kekerasan terhadap anak yang ditandatangani kepala
DPPPA
4 |Melaksanakan SosialisasifPelatihan Pencegahan dan Daftar hadir, materi 1 hari [Dokumentasi
Penanganan Kekerasan terhadap Anak sosialisasi/pelatihan kegiatan
,
PARAF KOORDINAS!

Kabag. Organisasi ¥

Kabid. PPKPA




Pelaksana Mutu Baku
; JABATAN
No. Uraian Prosedur KADIS KABID PPKPA FUNGSIONAL/ f{:za’;:a:i Waktu Output Ket.
PELAKSANA gap
5 |Membuat draf nota dinas Laporan Pelaksanaan g‘)k.;lr?m?“i Hasil 1 Hari Efa}' Itlota dinas laporan
. T . . 0S1alisast cglatan
Kegiatan Sosialisasi/Pelatihan Pencegahan dan Sosialisasi/Pelatihan
Penanganan Kekerasan terhadap Anak Pencegahan dan
Penanganan Kekerasan
Terhadap Anak
6 |Menerima, memeriksa, dan menandatangani draf nota Draf nota dinas laporan | 30 Menit |Draf nota dinas laporan
. . . ] kegiatan kegiatan
dinas Laporan pelaksanaan Sosialisasi/Pelatihan Sosialisasi/Pelatihan sosialisasi/pelatihan
Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Anak Pencegahan dan pencegahan telah
Penanganan Kekerasan ditandatangan
Terhadap Anak
7 |Menerima, memeriksa, dan mendisposisi nota dinas Nota dinas laporan 15 Menit |Disposisi

Laporan pelaksanaan Sosialisasi/Pelatihan Pencegahan
dan Penanganan Kekerasan terhadap anak dan
melaporkan ke Wali Kota

kegiatan
Sosialisasi/Pelatihan
Pencegahan dan
Penanganan Kekerasan
Terhadap Anak

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BEKASI,

SATIA SRIWIJAYANTI ANGGRAINI




Lampiran: .

Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Belasi

Nomor

Tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota
Bekasi :

PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
MONITORING KASUS PERMASALAHAN ANAK

PARAF KOORDINAS]
Kabag. Organisasijf
Kabid. PPKPA 4,’




Nomor SOP
PEMERINTAH KOTA BEHASI Tanggal Pembuaran
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ‘Tanggal Revisi
Tanggal Pengesahan
IMsahkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Bekasi
Nama S0P . MONITORING KASUS PERMASALAHAN ANAK
Dasar Hukum kualifikasi pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 1. Pendidikan miaumal D3
2, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangpa; 2. Mampu mengoperasikan komputer
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Analk; 3. Menguasai [imu Psikologi
4, Peraturan Daecrah Kota Belcasi Nomor 12 Tahun 20172 tentang Perlindungan Perempuan dan Anals;

5. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 19 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Analk.

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. SOP TESA (Telepon Sahahat Perempuan dan Anak) pada DPPPA Kora Bekasi L. Bokumen Peraturan Perundang-Undangan
2. SOP Fasilitas Pendampingan Kasus Anal pada Unit PPA Polresta Belkasi 2. Komputer

3. Printer
4, Alat Tulis Kantor

Peringatan Pencatatan dan pendataan

1. Apabila tidak dilakukan maka tingkat pengawasan dalam keluarga maupun lingkungan korban Laporan Monitoring Kasus Permasalalian Analk
akan berdampak buruk bagi korban dan keluarga

2. 80P yang disusun diberlakukan pada kondisi semua Pelaksana dari uraian prosedur berada
ditempat dan semua persyaratan/kelengkapannya terpenuhi

PARAF KOORDINASL

Kabag. Eh'gauisasi‘

Rabid. PPIEA ,F
|



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
MONITORING KASUS PERMASALAHAN ANAK

Pelaksana . Mutu Balku
ABATAN
No. Uraian Prosedur HADIS SEKDIS KABID PPKFA FUNGSIONAL/ Persyaratan/Kelengkapan Waktu Output Ket.
PELAKSANA
1 |Memberikan arahan kepada Kabid untuk Surat, Lembar Disposisi, 15 Menit |Disposisi

melakukan monitoring kasus permasalahan ‘ Formulir pengaduan

anak.

2 IMemberikan arahan kepada Jabatan — Surat, Formulir Pengaduan, 15 Menit | Disposisi

Fungsional/Pelaksana untuk melakukan Lembar disposisi

monitoring kasus permasalahan anak. L

3 |Melakukan rekapitulasi, evaluasi kasus dan Surat, Formulir Pengaduan, 30 Menit |Data dan rekap kasus
koordinasi dengan instansi terkait dalam Lembar disposisi permasalahan anak
menangani kasus anak. \

4 |Menerima, mempelajari kronologi kasus dan ¥ Data kasus permasalahan lJam  |Data dan rekap kasus
melakukan monitoring terhadap korban C anak permasalahan anak

5 la. Melakukan pendampingan mediasi, Data kasus permasalahan 1 Hani - Berita cara monitoring

advokasi kepada korban/pelalu dan anak kasus permasalahan
menganalisis kasus untuk penanganan anak
lebih lanjut.

b. Mengadakan pendampingan kepada - Draf nota dinas hasil
korban/pelaku untuk memutuskan monitering kasus
tindak lanjut penanganan kasus. permasalahan anak

c. Mengarahkan korban/ pelaku untuk
mendapatkan penanganan lebih lanjut
sesuai jenis kasus.

d. Menginput data dan membuat draf nota
dinas hasil monitoring kasus
permasalahan anak

PARAF KOORDINASI
Kabag. Organisasin

Kabid. PPKPA




Pelaksana Mutu Baku
JABATAN Ket
No. Uraian Prosedur KADIS SEKDIS KARID PPKPA FUNGSIONAL/ Persyaratan/Kelengkapan | Waktu Qutput ’
PELAKSANA
- a af draf Draf nota dinas hasil 30 Menit |Draf nota dinas hasil
6 Menen.ma, mel?elaah,. an memarai dr monitoring kasus menitoring kasus
nota dinas hasil monitoring kasus permasalahan anak permasalahan anak
permasalahan anak telah diparaf
" erik d f draf 2 Draf nota dinas hasil 135 Menit !Draf nota dinas hasil
7 Mene_:rur}a, memeriksa, dan memara monitoring kasus monitoring kasus
monitoring kasus permasalahan anak permasalahan anak permasalahan anak
telah diparaf
8 M i iksa, dan A Draf nota dinas hasil 15 Menit |Nota dinas hasil
enerima, memeriksa,

menandatangani draf nota dinas hasil
monitoring kasus dan melaporkan ke Wali

Kota.

monitoring kasus
permasalahan anak

monitoring kasus
permasalahan anak
telah ditandatangani
dan dilaporkan ke Wali
Kota

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BEKASI,

A

SATIA SRIWIJAYANT! ANGGRAINI




PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Taunggal Revisi

Tanggal Pengesahan

Disalikan oleh

Repala DMnas Pemberdayvaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Bekasi

Nama SOP

PENANGANAN KASUS PERMASALAIAN ANAK

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Undang-Undang Nomar 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Analk;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Analk;

4. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak;

. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomeor 19 Tahun 2013 tentang Juknis Peraturan Daerah Kota Bekasi
Nomer 12 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perernpuan dan Anak,

(4]

1. Pendidikan minimal D3

3. Menguasad [lmu Psikologt

2. Mampu mengoperasikan komputer

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1. SOP TESA (Telepon Sahabat Perempuan dan Anak) pada DPPPA Kota Bekasi
2. SOP Penanganan Kasus Permasalahan Analk pada Unit PPA Polresta Bekasi

2. Komputer
3. Printer
4. Alat Tulis Kantor

1. Dekumen Peraturan Perundaug-Undangan

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

1. Apabila penanganan kasus anak dibawah 12 tahun dan pelaku adalah anak malia Penanganan
yanrg akan dilakukan adalah melalui diversi anak

2. 80P yang disusun diberlakukan pada kondisi semua Pelaksana dari uraian prosedur berada di
tempat dan semua persyaratan/kelengkapannya terpemhi

Laporan Penanganan Kasus Permasalahan Anal

PARAF KOCRDINASI

Kalsg. Organisasih

Kb PPRFA :F

I



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENANGANAN KASUS PERMASALAHAN ANAK

Pelaksana Mutu Baku
; JAR
No. Uraian Prosedur KADIS KABID PPKPA FUNGS?:QNAL/ Persyaratan/Kelengkapan | Walktu Output Ket.
PELAKSANA

1 {Memberikan arahan kepada Kabid untuk Surat, Lembar Disposisi, 15 Menit  |Surat, Lembar Disposisi,
melakukan penanganan kasus permasalahan l Formulir pengaduan Formulir Pengaduan
anak -

2 |Memberikan arahan kepada Jabatan Surat, Lembar Disposisi, 15 Menit |Surat, Lembar Disposisi,
Fungsional/Pelaksana untuk melakukan > Formulir Pengaduan Formulir Pengaduan
penanganan kasus permasalahan anak

3 |a. Menerima, mempelajari kronologi kasus Surat, Lembar Disposisi, 1 Hari Formulir Penanganan

Formulir pengaduan, Kasus

b. Melakukan konfirmasi kepada Pokja KLA, Data Kasus

Satgas RT/RW ,
c. Melakukan penanganan kasus permasalahan

anak kepada korban/pelaku dengan

bersinergi dengan KPAD, LPA, tokoh

masyarakat/agama sesuai dengan

kebutuhan penanganan kasus
d. Melakukan pendampingan terhadap

korban/pelaku/keluarga (jika diperlukan)

4 |Membuat draf nota dinas penanganan kasus Formulir Penanganan Kasus 1 jam Draf nota dinas

permasalahan anak penanganan kasus
) permasalahan anak
5 {Menerima dan menandatangani draf nota dinas Draf nota dinas penanganan 30 menit [Draf nota Dinas
" |hasil penanganan kasus permasalahan anak kasus permasalahan anak Penanganan Kasus
permasalahan anak telah
ditandatangani

6 |Menerima dan mendisposisi nota dinas / Nota dinas penanganan 30 menit |Disposisi

penanganan kasus permasalahan anak I kasus permasalahan anak

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BEEKASI,

SATIA SRIWIJAYANTI ANGGRAINT




Lampiran:
Keputusan Kepala Dlnas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi

Nomor :
Tentang Standar Operasmnal Prosedur Administrasi Pemerintah

Bekasi

PEMERINTAH KOTA BEKASI

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

SOSIALISASI/ PELATIHAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP

PEREMPUAN

an Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota

~

PARAF KOORDINASI

Kabag. Organisasik

-

Kabid. PPKPA

7]
~+




PEMERINTAH KOTA BEKASI

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

DIRAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Tanggal Revisi
: Tanggal Pengesahan
Disahkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Bekasi
Nama SOP Sosialisasi/Pelatihan Pencegahan dan
; Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan
Dasar Hukum f Kualifikasi pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak;

Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 19 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota
Bekasi Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.

gk won

1. Pendidikan minimal D3

3. Menguasaj ilrmu hukum

2. Mampu mengoperasikan komputer

4. Memiliki rasa peduli dan pemerhati perempuan

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1. SOP Surat Masuk pada DPPPA Kota Bekast;
2. SOP Surat Keluar pada DPPPA Kota Bekasi.

1. Komputer
2. Printer
3. Alat Tulis Kantor

b m s ——-

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Apabila tidak dilakukan sosialisasi/pelatihan, dikhawatirkan kasus kekerasan terhadap perempuan akan
terus meningkat '

1. Materi Sosialisasi
2. Narasumber dan Peserta

PARAF KOORDINASI

Kabag, Organisasi k

Kabid. PPKPA 9




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

SOSIALISASI/PELATIHAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

. Pelalksana Mutn Baku
Ne. Uraian Prosedur JABATAN Ket.
KADIS KABID PPKPA FUNGSIONAL/ Persyaratan/Kelenglrapan Waktu Cutput
) 3y
PELAKSANA
1 |Memberikan arahkan kepada Jabatan Lembar Disposisi 15 Menit | Disposisi
Fungsional /Pelaksana untuk melaksanalkan
Sosialisasi/Pelatihan Pencegahan dan Penanganan
Kekerasan terhadap Perempuan !
|
2 | a Menyusun jadwal serta susunan acaréx kegiatan Draft Jadwal dan susunan 1 Hari [|Jadwal dan susunan
Sosialisasi/Pelatihan Pencegahan dan Penanganan acara kegiatan acara kegiatan telah
Kekerasan terhadap Perempuan ditetapkan
b Membuat dan mendistribusikan surat permohonan 3 Surat permohonan 1 Hari |Surat permohonan
narasumber kegiatan sosialisasi/pelatihan pencegahan narasumber Ear?st‘;mber. lisasi
= eglatan sosialisast
dan penanganan kekerasan terhadap perempuan telah terdistribusi
¢ Membuat dan mendistribusikan undangan Surat undangan kegiatan 1 Harj [Suratundangan
sosialisasi/ pelatihan pencegahan dan penanganan g?g.‘atég w.lf:h
kekerasan terhadap perempuan istribusiican
3 [Melaksanakan Sosialisasi/Pelatihan Pencegahan dan ¥ Narasumber, daftar hadir, 4 Jam [Dokumentasi
Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan N __n_mj materi kegiatan
4 [Membuat nota dinas Laporan Pelaksanaan Kegiatan \ Dokumentasi kegiatan 1jam jNota Dinas laporan
Sosialisasi/Pelatihan Pencegahan dan Penanganan pelaksanaan )
Kelkerasan terhadap Perempuan I B o nast
P S Pencegahan dan
i Penanganan
% Kekerasan terhadap
Lt Perempuan
I _ N
PARAF KOORDINASI

Kabag. Organisasiy

Kabid, PPKPA




Pelaksana ‘ Mutu Baku
No. Uraian Prosedur : JABATAN
. KADIS KABID PPKPA PUNGSIONAL/ | Peresaan/Keleng | gy, Output Ket.
PELAKSANA apan :

5 |Menerima, memeriksa, dan, menandatangani nota dinas Nota dinas laporan 15 Menit |Nota dinas laporan
Laporan pelaksanaan Sosialisasi/Pelatihan Pencegahan pelaksanaan kegiatan pelaksanaan kegiatan
dan Penanganan Kekeras sosialisasif pelatihan sosialisasifpelatihan

g kerasan terhadap Perempuan telah ditendatangani
a’

6 |Menerima, memeriksa, dan mendisposisikan nota dinas o Nota dinas laparan 13 Menit | Disposisi i
Laporan pelaksanaan Sosialisasi/Pelatihan Pencegahan pe}z.lk?anafan Keglatan !
dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan. sosialisasi/pelatihan

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BEKASI,

Coh.

SATIA SRIWIJAYANTI ANGGRAIN]



' Lampiran: -
Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi

Nomor : :
Tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kota Belasi

PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
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PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Nomor SCP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan

Disahkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Bekasi
Nama SOP PENANGANAN KASUS KEKERASAN

TERHADAP PERZMPUAN

Dasar Hukuin

Kualifikasi pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

1. Pendidikan minimal D3

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; 2. Mampu mengoperasikan Komputer

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; ' 3. Menguasai Ilmu Psikologi

4. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak ; 4. Menguasai Ilmu Hukum

5. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 19 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah |5, Mampu berkomunikasi dengan baik
Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan

1. SOP Pelayanan Pengaduan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak melalui Telepon Sahabat

Perempuan dan Anak pada DPPPA Kota Bekasi;
2. SOP Fasilitasi korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Analk di Shelter/Rumah Aman pada DPPPA
Kota Bekasi,

1. Komputer

2. Printer
3. Alat Tulis Kantor

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Apabila penanganan kasus tidak tertangani dengan baik maka memiliki potensi terjadi kekerasan yang
berulang.

1. Data Korban Kekerasan terhadap Perempuan
2. Dokumen Kasus Kekerasan terhadap Perempuan

PARAF KOORDINASI

Kahag, Organisasi %

A

Kabid. PPKPA




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR {SOP)
PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Pelaksana Mutu Baku
R JABATAN
U P Persyaratan Ket.
raian Prosedur KADIS | SEKDIS |KABID PPKPA| FUNGSIONAL/ =5 / Waktu Output ©
PE_L AKSANA Kelengkapan
Memberikan arahan kepada Jabatan Lembar Disposisi, Formulir] 15 Menit |Disposisi
Fungsional/Pelaksana untuk melakukan Pengaduan
penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan )
|
a. Menerima, mempelajari kronologi kasus kasus || Lembar Disposisi, Formulir| 1 Hari |Formulir Penanganan
kekerasan terhadap perempuan ! Pengaduan Kasus terisi, Surat
b. Melakukan asesmen awal kepada S Panggilan K]afxﬁkam
korban/pelaku dan bersinergi dengan tim Kasus, Data Kasus By
pendamping, tim advokat, tim psikolog Name By Address
Melakukan rekapitulasi/pendataan kasus
d. Membuat dan mendistribusikan surat panggilan
Klarifikasi kepada terlapor
a. Melakukan klarifikasi permasalahan kasus Surat Penggilan Klarifikasi,| 1 Bulan |Berita Acara Kasus, Pendampingan
terhadap terlapor Formulir Laporan Formulir Laporan kasus dapat
b. Melakukan pendampingan terhadap korban Penanganan Kasus P’enanganan Kasusg beru.paf
pada saat penanganan kasus kekerasan Kekerasan terhadap‘ Kekerasan terhadag . med1a§1,
G . Perempuan, Formulir Perempuan telah diisi, | pemulihan
¢. Melakukan monitoring dan “’Yaluas‘ . [ "7 |Terminasi Kasus Formulir Terminasi psikologis,
penanganan kasus bersinergi dengan tim Kekerasan terhadap Kasus Kekerasan  ° |advokasi,
pendamping, tim advokat dan tim psikolog Perempuan terhadap Perempuan, |home visit,
d. Melakukan terminasi/pengakhiran kasus Draf Laporan Hasil penempatan di
kepada korban ketika kasus telah dinyatakan Penanganan Kasus shelter/rumah
e. Membuat draf laporan penanganan kasus gekerasan terhadap Zman,t
kekerasan terhadap perempuan erempuan an/a au
pendampingan
pemeriksaan
visum.
Menerima, menelaah, dan memaraf draf laporan e Draf laporan hasil 30 menit |Draf laporan hasil
hasil penanganan kasus kekerasan terhadap penanganan kasus penanganan kasus
perempuan kekerasan terhadap kekerasan terhadap
o - perempuan perempuan telah
diparaf

PARAF KOORDINASI

Kabag. Organisasilf

Kakid PPKPA 4




Pelaksana Nutu Baku

Uralan Prosedur JABATAN Ket.
) KADIS SEKDIS KABID PPKPA FUNGSIONAL/ Persyaratan/Kelengkapan Waktu Output
PELAKSANA :

5 |Menerima, memeriksa dan memaraf draf . Draf laporan hasil 15 Menit |Draf laporan hasil
laporan hasil penanganan kasus kelkerasan penanganan kasus kekerasan penanganan kasus
terhadap perempuan terhadap perempuan kelkerasan terhadap

perempuan telah diparaf

6 [a. Menerima dan menandatangani draf Draf laporan hasil 15 Menit  |Laporan hasil }

Laporan hasil penanganan kasus penanganan kasus kekerasan ' penanganan kasus |
kekerasan terhadap perempuan terhadap perempuan kekerasan terhiadap
b. Melaporkan hasil penanganan kasus [ ~ o - g?:::lp l::znngt::;ﬁlan
kek terhad oned
ekerasan terhadap perempuan kepada | diterimma Wali Kota

Wali Kota. ——

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA BEKASI,

»

SATIA SRIWIJAYANTI ANGGRAINI
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PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS PEMBEERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan

Disahkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Bekasi

Nama SOP FASILITAS] KORBAN KEKERASAN TERHADAP
PEREMPUAN DAN ANAK DI
SHELTER/RUMAH AMAN

Dasar Hukum

Kualiftkasi pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tenfang Perlindungan Anak; :

1. Pendidikan minimal D3

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; 2. Mampu mengoperasikan komputer
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; ' 3. Menguasai llmu Psikologi
4. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak; 4. Menguasaj Ilmu Hukum
{5+ Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 19 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah |5, Mampu berkomunikasi dengan baik
Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. .
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan

1. SOP Pelayanan Pengaduan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak melalui Telepon Sahabat
Perempuan dan Anak pada DPPPA Kota Bekasi;
2. SOP Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan pada DPPPA Kota Bekasi.

1. Komputer
2. Printer
3. Alat Tulis Kantor

Peringatan .

Pencatatan dan pendataan

Keberadaan shelter/rumah aman dirahasiakan demi menjaga keselamacui koot i Apcrcmim;ﬁ; G

analk.

1. Data Korban Kekerasan terhadap Perempusdn
2. Dokumen Kasus Kekerasan terhadap Perempuan

PARAF KOORDINASI

Kabag. Organisasi §

LA™

Kabid, FPKPA 4




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
FASILITASI KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI SHELTER/RUMAH AMAN

Mutu Bakn
‘ " JABATAN
No. U d : Ket.
° raian Prosedur KABID PPKPA | FUNGSIONAL/ | Persyaratan/Kelengkapan Waktu Output
’ PELAKSANA-

1 |Memberikan arahan kepada Jabatan Formulir Pengaduan Kasus 15 Menit |Disposisi |
Fungsionsl/Pelaksana untuk melakukan Kekerasan terhadap . i
pendampihgan kepada korban di shelter/rumah Perempuan : i
aman. ' i

2 ja. Menjelaskan kepada korban terkait persvaratan Buku Tamu Shelter/Rumah 7 Hari - Buku Tamu Penempatan

dan tata tertib rurmah aman . Aman, Laporan Penanganan Shelter/Rumah Aman tkorban di
b. Mengantarkan korban kekerasan ke rumah aman Kasus, Formulir Terminasi terisi, Berita Acara rumah aman
’ & ™ Kasus 7 Kasus, Formulir maksimal
Terminasi kasus selama 7 hari
¢. Membuat rekapitulasi data penghuni rumah ditanda tangani
aman
d. Melakukan penanganan kasus sesuai dengan - Laporan fasilitasi
kebutuhan korban korban kekerasan
' terhadap perempuan
e, Membuat laporan fasilitasi korban kekerasan dan anak di
terhadap perempuan dan anak di shelter/rumah ' shelter/rumah aman.

3 |Menerima dan mendisposisi laporan fasilitasi korban Laporan fasilitasi korban 1 Jam Disposisi
kekerasan terhadap perempuan dan anak di S kekerasan terhadap
shelter/rumah aman. perempuan dan anak i

shelter/rumah aman.
' KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN N

DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BEKASI,

SATIA SRIWIJAYANTI ANGGRAINI



